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ABSTRAK 
Achmad Dzaki Al-Daffa, (10400114282), dengan judul skripsi “Perlindungan 
Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota 
Makassar). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen 
yang dirugikan dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar ditinjau dari Undang-
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). 
Penelitian dilaksanakan pada beberapa showroom di Kota Makassar, untuk 
mencapai hasil tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi 
pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penulis tidak menemukan adanya 
ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh 
pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat 
dan wajib dipenuhi oleh konsumen dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar. 2) 
Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar 
berupa pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan 
dan Badan Penyelesaian sengkat Konsumen Kota Makassar juga berperan penting 
dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan. 3) Dalam 
proses penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas di Kota Makassar pelaku usaha 
memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang telah dirugikan berupa 












A. Latar Belakang 
Perkembangan usaha di bidang penjualan mobil yang semakin pesat dapat 
kita lihat dengan banyaknya showroom mobil bekas yang berdiri di Indonesia. 
Tingginya minat beli konsumen terhadap mobil bekas guna memenuhi 
kebutuhannya dengan harga yang lebih murah merupakan salah satu penyebab 
berkembangnya Showroom mobil bekas. 
Sehingga tidak sedikit kasus penipuan jual beli mobil bekas yang terjadi, 
salah satu kasus residivis penipuan yang terjadi di Gowa dengan modus 
penjualan mobil bekas yang tidak dilengkapi surat-surat, pelaku mengambil uang 
korban Rp. 15 juta dengan membeli mobil bekas tanpa surat-surat. 1 Kasus 
penipuan Jual beli mobil bekas juga dialami oleh Alamsyah yang membeli mobil 
bekas dari temannya, tetapi belum cukup 1 bulan pemakaian mobil tersebut 
mengalami banyak masalah sehingga harus di bawah ke bengkel, setelah mobil 
tersebut di cek ternyata mobil tersebut mengalami cacat pada mesinnya dan harus 
diganti. Pada saat proses jual beli terjadi penjual tidak memberikan informasi 
kepada pembeli mengenai cacat mesin yang dialami oleh mobil tersebut. Jual beli 
dengan harga miring tentunya sangat menggiurkan konsumen sehingga besar 
kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli mobil bekas. 
                                                          





Jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan, dan pihak yang lain 
untuk membayar harga yang telah dijanjikan 2, perjanjian jual beli tersebut 
merupakan jenis perbuatan hukum privat yang mana sifatnya mengatur hubungan 
antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Dari rumusan 
tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara timbal 
balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut.3 Dari sisi 
penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menurut 
ketentuan pasal 1332 hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat 
menjadi pokok suatu perjanjian dan Pasal 1333 suatu perjanjian harus 
mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya, 
4 perjanjian jual beli tersebut merupakan jenis perbuatan hukum privat yang mana 
sifatnya mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan 
perseorangan.5 Hal ini juga sipertegas oleh pesal 1458 KUH Perdata yang 
menyatakan sebagai berikut : 6 
“jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika 
setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan 
harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum 
dibayar”.  
                                                          
2 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, (Jakarta : Nusantara, 2009), h. 334. 
3Gunawan Widjaja. Seri hukum Perikatan Jual Beli, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
2003), h. 27.  
4Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 302  
5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana ( Jakarta : Rineka cipta, 2008), h. 2. 





Namun dalam kasus jual beli mobil bekas di Kota Makassar ini beberapa 
konsumen dirugikan dengan masalah yang timbul setelah membeli mobil bekas 
tersebut. Masalah perlindungan konsumen tersebut tidak bisa diabaikan tanpa 
adanya penyelesaian karena beberapa konsumen ternyata tidak mengetahui 
haknya. Pelaku usaha tidak seharusnya memikirkan keuntungan tanpa 
mempedulikan kerugian yang diderita konsumen. Oleh karena itu, masalah 
perlindungan konsumen perlu di perhatiakan terutama dalam hal jual beli mobil 
bekas di Kota Makassar karena semakin tingginya minat dalam pasar otomotif di 
Kota Makassar. 
Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban 
konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan 
konsumen menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga tidak sedikit mobil bekas yang 
cacatnya tidak diketahui atau mempunyai cacat tersembunyi. Keadaan konsumen 
yang berada pada posisi lemah ini maksudkan sebagai bagian dari 
ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang 
dimilikinya, ini terjadi karena tidak setiap konsumen memiliki pengatuan yang 
sama mengenai hak dan kewajiban konsumen sehingga konsumen yang tidak 
mengetahui haknya dengan mudah menjadi objek pelaku usaha dalam jual beli. 
Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 
mengetahui pertanggung jawaban pihak penjual mobil bekas kepada konsumen 
jika terjadi komplain dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan 
mengambil judul penelitian : “ Perlindungan Hukum Konsumen dalam 





B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor penyebab terjadinya pelaku 
usaha yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen dalam jual beli mobil 
bekas. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis akan merumuskan 
masalah pokok sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah klausul perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli 
mobil bekas di Kota Makassar ? 
3. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa atau penjual dengan 
konsumen dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar ? 
D.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui klausul perjanjian jual beli mobil bekas di Kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli mobil 
bekas di Kota Makassar. 
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa atau penjual dengan 






E. Kegunaan Penelitian 
Secara Teoritis  
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masakan untuk menambah ilmu 
pengetahuan kepada masyarakat serta dapat memberikan kontribusi baik 
secara langsung maupun tidak langsung yang membantu masyarakat 
dalam memecahkan permasalahan. 
2. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna 












A. Perjanjian Jual Beli 
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 
Jual beli menururt BW adalah suatu perjanjian bertimbal balik dala mana 
pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 
barang, sedang pihak yang lainnya ( si pembeli) berjanji untuk membayar harga 
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik 
tersebut.Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan 
dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.7 
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-pasal 1540 BW. Ketentuan 
tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala 
bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi 
cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli. 
Dalam Pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut. 
Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak 
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 8 
Pada pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah 
suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, 
                                                          
7 R. Subekti.  Aneka Perjanjian. (Bandung : PT. Citra Bakti, 2014 ), h, 1. 
8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. (Jakarta : PT. Raja Grafindo 





sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang 
disepakati. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, Jual Beli ditegaskan 
sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan. 
Di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (contract of sale)dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (actual sale) dan agrement to sell, hal 
ini melihat dalam section 1 ayat (3) daei  Sale of Goods Act 1893. Sale adalah 
suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahanhak milik (compeyance), 
sedangkan agreement to sell adalah tidak lebih dari suatu koopovereenkomst 
(perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata.9  
Menurut Subekti (1989:79), jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu mengikat ditinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu 
atas suatu barang dan pihak yang untuk membayar harga yang telah dijanjikan.10 
Definisi autentik yang diberikan oleh pembentuk BW, secara konsisten 
menegaskan bahwa suatu perjanjian itu tak lain isinya adalah janji untuk 
mengikatkan diri, sehingga karena itu sesuai Pasal 1233 BW, dari perjanjian yang 
dimaksud akan segera timbul perikatan. Isi perjanjian itu adalah perikatan yang 
memanggulkan kewajiban di pundak masing-masing kontrak. Kewajiban yang 
diikrarkan sebagai janji itulah, berakibat para pihak menjadi terikat karenanya. 
Dalam suatu perjanjian dapat saja berisi pelbagai macam jenis ikatan-ikatan yang 
                                                          
9 Salim.  Hukum Kontrak. ( Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h, 48. 





diperjanjikan oleh para pihak, dan itu semua harus dipenuhi atau dibayar. Ikatan 
ini semua, memiliki kekuatan setara dengan undang-undang, oleh karenanya 
perikatan yang lahir dapat diterima dalam konstelasi hukum, sepanjang perjanjian 
sebagai sumbernya adalah benar atau sah seperti persyaratan yang diminta oleh 
Pasal 1320 BW. 
Ikatan bersumber janji yang sudah maujud atas dasar sepakat para 
kontraktannya, sudah barang tentu tidak boleh dengan semena-mena lalu diputus 
secara sepihak, dan ini dapat disimak kalau dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat 
2 BW. Dari gatra ini pula tersirat bahwasanhya dalam sebuah perjanjian atau 
kontrak itu, para pihak adalah imbang tanpa ada kesan bahwa kedudukan hukum 
yang satu lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat seenaknya memutuskan 
suatu perjanjian. Setiap perjanjian  yang bermula dengan sepakat, tidak boleh 
diputus secara sepihak, sebab pemutusan secara sepihak itu bertentangan dengan 
hakikat dan makna sepakat yang kelahirannya dibina secara bersama. Kalau 
memang perjanjian yang sudah terbangun hendak diputus, maka juga wajib 
didasarkan pada sepakat para pihaknya sebagaimana awal pembentukannya. 
Inilah hakikat dan makna sepakat yang bersumber dari kehendak para kontraktan 
yang kemudian yang kemudian dinyatakan agar pihak lain paham untuk 
kemudian mengakseptasinya. Pemutusan kontrak secara sepihak, jelas-jelas 
menodai akseptasi yang sudah dibangun berdasarkan pertimbangan matang oleh 
pihak kontraktan secara bersama-sama. 
Sepakat yang dibangun para kontraktan dalam transaksi jual beli, pada 
pokoknya berintikan pada sesuatu benda pokoknya berintikan pada sesuatu benda 





dari situ tertengerai ada benda dan ada harga, itulah perjanjian jual beli. Ini 
pertanda bahawa unsur esensial perjanjian jual beli adalah benda dan harga.  11 
Di dalam akta perjanjian jual beli harus dengan tegas dibuat apa saja yang 
menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, 
yaitu : (a) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan; (b) 
menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap 
cacat-cacat yang tersembunyi.  
Si penjual harus memberikan informasi mengenai kondisi yang 
sebenarnya tentang barang yang diperjual belikan, kecuali cacat tersembunyi 
tersebut tidak diketahui. Sementara itu, kewajiban utama si pembeli adalah 
membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan 
dalam perjanjian. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual 
dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 
1267 KUH-Perdata.12 
2. Syarat sahnya Perjanjian Jual Beli 
Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya 
suatu perjanjian, yakni :  pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang 
mengikatkan dirinya; kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu 
perikatan ; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (causa) yang 
halal. 
                                                          
11 Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli ( Bandung : PT. Refilka Aditama, 2016), h. 26-27.  






Seperti yang telah dikatakan di muka bahwa jual beli adalah perjanjian 
yang bertimbal balik, yang melibatkan eksistesi dari sekurang kurangnya dua 
perikatan (untuk memberikan sesuatu) secara bertimbal balik. Ini berarti dalam 
jual beli secara tidak langsung juga, jika memenuhi syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, menerbitkan atau melahirkan Schuld dan Haftung secara bertimbal balik 
pada kedua belah pihak yang ada dalam jual beli tersebut (yaitu penjual dan 
pembeli). 
a. Kata Sepakat 
Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau 
persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatan 
memberikan persetujuan atau kesepakatan(Toestemming) jika ia memeng 
menghendaki apa yang disepakatai, 
Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat 
dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu : pertama, 
paksaan (dwang). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang 
menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk dalam tindak pemaksaan. 
Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang ika 
perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak 
dengan membuat ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada 
akhirnya pihak lain memberikan hak.13 
                                                          





Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan darikehendak dua 
atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para 
pihak. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisikan hal-hal yang dalam Buku 
Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, disebut dengan 3 unsur dalam 
Perjanjian : 
a. Unsur esensialia; 
b. Unsur Naturalia; 
c. Unsur aksendalita14 
Semua unsur-unsur tersebut menyusun isi perjanjian secara keseluruhan. 
b. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan 
Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata 
adalah kecakapan untuk membuat perikatan. 
Pasal 1329 KUHPerdata menytakan bahwa “Setiap Orang adalah cakap 
untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 
dinyatakan tak cakap. Kemudia Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa 
orang tidak cakap untuk membuat perjanjian ,yakni : Pertama, orang yang belum 
dewasa; kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan ketiga, orang-
orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada 
umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat 
perjanjian-perjanjian tertentu.15 
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Melalui rumusan ketentuan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang berbunyi sebagai berikut : 
Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang anak yang belum 
dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal 
demi hukum, dan atas tuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, 
harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau 
pengampuannya. 
Tidak juah berbeda dari perjanjian sepihak yang tidak bertimbal balik 
tersebut, dalam perjanjian yang bertimbal balikpun, seperti halnya jual beli ini, 
ketentuan Pasal 1446 hinggan Pasal 1448 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, dengan akibat hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1451 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tetap berlaku.16 
c. Suatu hal tertentu  
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. 
Pasal 1333 KUH Perdata Menentukan bahwa suatau perjanjian harus 
mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 
d. Kausa Hukum yang Halal  
Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang 
halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak atau causa bukan berarti 
sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu 
kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, 
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isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik 
suatu barang, sedangkan pihak yang lain menghendaki uang. 
B. Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Pengertian perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen didefinisikan : 
”Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.  
Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ( 
selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen / UUPK ) tersebut 
cukup memadai. Kalimat yang menyatakn “segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 
sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan 
perlindungan konsumen. 
Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh 
karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, 
ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih 
berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum 
privat ( perdata ) maupun bidang Hukum Publik ( Hukum Pidana dan Hukum 





dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen 
berada dalam kalian Hukum Ekonomi.17 
Penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen yang ditemukan di 
dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen 
adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, 
dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup 
masyarakat. Menurut Az. Nasution hukum konsumen merupakan keseluruhan 
asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara 
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dngan barang dan atau jasa konsumen, di 
dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum 
perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-
kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi 
kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai 
keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan 
masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau 
jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.18 
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Menurut Undang-Undang  nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Perlindungan 
Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.  
2. Bentuk Perlindungan Konsumen 
Pada Pasal 45 yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa 
konsumen :  
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum. 
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 
di luar pengadilna berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur 
dalam undang-undang. 
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 
para pihak yang bersengketa.19 
                                                          





Ganti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan 
perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang diproduksi oleh pelaku 
usaha. Pasal 19 ayat (2) UUPK lebih lanjut mengatur bentuk ganti rugi yang 
dapat diperoleh konsumen akibat mempergunakan atau mengonsumsi produk 
cacat (defective product) yaitu : 
“Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian 
barang / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi 
rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak 
memenuhi harapan konsumen). Hak ini sangat terkait dengan produk yang telah 
merugikan konsumen baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang 
menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian).20 
C. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 
1. Pihak yang Berkompeten Menyelesaikan Sengketa Konsumen 
Pemerintah menjadi salah satu lembaga yang melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menerapkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, 
masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan 
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga yang 
memiliki peran penting dalam upaya hukum penyelesaian sengketa antara lain 
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adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK), dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Berikut ini akan dijelaskan beberapa lembaga yang berperan di dalam upaya 
hukum dan kasus maupun sengketa konsumen, sehingga dapat terpenuhi hak-
hak yang dimiliki konsumen sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakan (LPKSM) 
Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) 
merupakan salah satu lembaga atau unit pelayanan pengaduan konsumen yang 
dapat digunakan oleh konsumen sebagai tempat mengadukan berbagai masalah 
atau sengketa konsumen yang sedang dialami oleh masyarakat. Lembaaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat masyarakat adalah lembaga yang 
diakui oleh pemerintah sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa 
konsumen karena memenuhi syarat, sehingga lembaga ini mempunyai 
kesempatan untuk dapat berperan aktif di dalam mewujudkan perlindungan 
hukum bagi konsumen. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Bab IX mengenai 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam pasal 






1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak 
dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi 
barang dan/ atau jasa; 
2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 
perlindungan hukum bagi konsumen; 
4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk 
menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 
5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 
pelaksanaan perlindungan konsumen. 
Selanjutnya di dalam pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang 
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, 
menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lembaga 
Penyelesaian Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) antara lain adalah 
sebagai berikut : 
1. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang 
beredar di pasar. 
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara 
penelitian, pengujian serta survei. 
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan 
barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang 
disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 





4. Penelitian, pengujian dan/ atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur 
keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. 
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dapat 
disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri 
dan menteri teknis. 
Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) 
memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha demi terpenuhinya hak-hak yang seharusnya 
diterima oleh konsumen sehingga dapat mewujudkan jaminan kepastian hukum 
serta perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan. LPKSM 
memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh produsen ( pelaku usaha ), dalam hal pengawasan tersebut 
lembaga ini bertugas untuk melakukan penelitian, pengujian serta survei atas 
seluruh produk yang diproduksi dan diedarkan oleh pelak usaha di pasar, 
sehingga produk yang diedarkan tersebut benar-benar aman dan tidak akan 
menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Pengawasan 
yang dilakukan lembaga ini antara lain adalah meliputi pemuatan informasi 
tentang risiko pengunaan barang jika diharuskan, pemasangan label dalam 
kemasan produk, pengiklanan atau promosi, dan sebagainya sebagaimana yang 
telah disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta kebiasaan dalam praktik dunia usaha yang seharusnya ditaati oleh para 





menguji serta survei ini, dilakukan terhadap produk barang dan atau jasa yang 
diduga kuat tidak memeuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan 
keselamatan konsumen, sehingga jika dikonsumsi akan membahayakan bagi 
kesehatan serta keselamatan jiwa konsumen. Dengan adanya lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini, maka konsumen sangat 
mengharapkan agar mereka dapat mendapat perlindungan hukum serta jaminan 
kepastian hukum atas sengketa konsumen yang dialaminya dengan pelaku usaha. 
Konsumen berharap dengan adanya lembaga perlindungan konsumen ini, maka 
penegakan hukum atas semua masalah konsumen dapat diselesaikan secara tegas, 
adil dan tidak deiskriminatif. 
b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional ( BPKN ) 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk berdasarkan 
amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana 
telah dijelaskan dalam pasal 43, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga perlindungan 
konsumen nasional ini dibentuk bertujuan untuk dapat membantu upaya 
pengembangan perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen 
yang masih marak terjadi dikalangan masyarakat. BPKN merupakan lembaga 
perlindungan konsumen yang memiliki kedudukan di IbuKota Republik 
Indonesia serta bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga jika diperlukan 
BPKN ini dapat membantu dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan 
penyelesaian sengketa konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional 





kepada Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen pada permasalahan 
penyelesaian sengketa konsumen. Selanjutnya berkaitan dengan fungsinya 
tersebut, maka BPKN di dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas sebagai 
berikut : 
1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga Pemerintah di dalam 
penyusunan kebijakan di bidang hukum perlindungan konsumen. 
2. Melakukan penelitian dan juga pegkajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, di dalam ranah perlindungan hukum terhadap 
konsumen. 
3. Melakukan penelitian dan pengujian terhadap barang/ atau jasa yang 
menyangkut keselamatan jiwa konsumen. 
4. Memerikan dorongan terhadap berkembangnya Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 
5. Memberikan informasi melalui media massa mengenai perlindungan hukum 
terhadap konsumen dan juga menunjukkan sikap berpihaknya masyarakat 
kepada konsumen. 
6. Menerima pengaduan mengenai perlindungan konsumen dari masyarakat, 
maupun lembaga [erlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku 
usaha dalam sengketa konsumen, dan  







Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), keanggotaan 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terdiri atas seorang ketua yang 
merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang juga merangkap menjadi 
anggota, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 15 (lima belas) orang dan 
sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua 
unsur. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) dipilih 
oleh anggota, dan masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan 
Perlindungan Kosumen Nasional berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya. Anggota 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh 
presiden atas usul dari Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesi, hal ini sebagaimana telah 
tercantum dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perllindungan Konsumen. 
Unsur-unsur anggota yang termasuk dalam Badan Perlindungan Konsumen 
nasional ini antara lain adalah pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat, akademisi dan juga tenaga ahli. Untuk menjadi 
anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional seseorang harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia (WNI); 
b. Berbadan sehat; 





d. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam 
bentuk apapun; 
e. Memiliki pengetahuan dan juga pengalaman di dalam bidang perlindungan 
konsumen (khususnya adalah penyelesaian sengketa konsumen); dan 
f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 
Keanggotaan seseorang di dalam Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional (BPKN) akan berhenti karena beberapa alasan di bawah ini : 
1. Anggota yang bersangkutan telah meninggal dunia; 
2. Anggota yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri atau 
pengunduran diri atas permohonannya sendiri; 
3. Anggota tersebut bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia; 
4. Anggota tersebut menderita sakit yang terus menerus; 
5. Masa jabatannya sebagai anggota BPKN telah berakhir; dan 
6. Anggota yang bersangkutan telah diberhentikan. 
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga 
non struktural yang berkedudukan di seluruh kabupaten dan Kota, di mana 
lembaga tersebut memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di 
luar pengadilan. Konsumen yang merasa dirinya dirugikan oleh produsen, dapat 
mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga  yang bertugas 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti BPSK, hal ini 





satu unit layanan pengaduan  konsumen yang dapat digunakan oleh konsumen 
untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang dialami. BPSK sendiri memiliki 
keanggotaan yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah, konsumen dan pelaku 
usaha.pemerintah telah membentuk satu bidang penyelesaian sengketa konsumen 
yang terdapat di Daerah Tingkat II, lembaga tersebut ada dimaksudkan agar dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar 
pengadilan. Badan penyelesaian sengketa konsumen itu sendiri memiliki susunan 
organisasi yang di dalamnya terdiri atas ketua yang merangkap sebagai anggota, 
wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota, dan anggota. Badan 
penyelesaian sengketa konsumen di dalam menjelankan tugasnya dibantu oleh 
sekretariat, di mana sekretariat tersebut terdiri atas kepela sekretariat serta 
anggota sekretariat. Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala 
sekretariat serta anggota sekretariat dari badan penyelesaian sengketa konsumen 
tersebut ditetapkan oleh seorang Menteri. Dengan adanya BPSK ini masyarakat 
khususnya adalah konsumen dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dalam 
menuntut hak-hak keperdataannya kepada pelaku usaha yang tidak beritiad baik 
dalam menjalankan usahanya dan cenderung merugikan konsumen. Masyarakat 
juga berharap dengan adanya BPSK ini maka mereka dapat memperoleh jaminan 
kepastian hukum secara mudah dan cepat, tanpa harus berlama-lama 
menyelesaikan sengketanya melalui sidang pengadilan dengan biaya mahal dan 






Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, maka BPSK bertujuan untuk menyelesaikan sengketa 
yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga akan tercapai 
kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besar ganti rugi, atau tindakan 
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang telah di derita 
oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen di dalam pasal 52 juga telah mengatur tugas dan wewenang badan 
penyelesaian sengketa yang antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, 
dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan/ atau konsiliasi. 
b. Memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen. 
c. Melakukan perlawanan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam undang-undang ini; 
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen; 
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen; 
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen; 
h.  Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang 





i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan 
huruf h, yang tidak bersedia memnuhi panggilan badan penyelesaian 
sengketa konsumen; 
j. Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan; 
k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian yang di 
derita oleh pihak konsumen; 
l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang telah 
melanggar ketentuan undang-undang ini. 
Penanganan dan penyelesaian sengkata konsumen, BPSK memiki 
kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, 
bukti dokumen, dan bukti barang, mengenai hasil uji laboratorium serta bukti-
bukti lain, baik yang telah diajukan oleh konsumen maupun pelaku usaha. 
Selanjutnya di dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan 
penyelesaian sengkata konsumen di BPSK membentuk suatu majelis, di mana 
jumlah anggota majelis yang dibentuk tersebut harus ganjil dan sedikit berjumlah 
3 (tiga) orang. Tiga orang yang dapat diangkat menjadi anggita BPSK tersebut 
harus memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalm Pasal 49 ayat (3) Undang-





diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seseorang 
harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI); 
b. Berbadan sehat; 
c. Berkelakuan baik; 
d.  Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 
e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan 
konsumen; 
f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 
Putusan majelis yang diberikan oleh badan penyelesaian sengketa 
konsumen dalam menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
produsen (pelaku usaha) bersifat final dan mengikat. Badan penyelesaian 
sengketa konsumen (BPSK) wajib mengeluarkan putusan paling lambat adalah 
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak gugatan tersebut 
diterima, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang tidak 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah 
menerima pemberitahuan putusan, maka pelaku usaha dianggap menerima 
putusan yang dijatuhkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian 
sengketa konsumen memiliki peran penting dalam rangka menyelenggarakan 





barang dan/ atau jasa yang diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan oleh 
produsen (pelaku usaha) membahayakan kesehatan serta keselamatan jiwa 
konsumen. BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut 
dengan cara melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan antara konsumen dan 
pelaku usaha, maupun melalui pengawasan terhadap setiap percantuman 
perjanjian yang berbentuk klausula baku yang cenderung merugikan konsumen. 
BPSK di dalam penyelesaian sengketa konsumentersebut memiliki fungsi ganda, 
di mana pada satu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan 
kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen, sedangkan di 
sisi lain lembaga ini diberikan kewenangan eksekusi untuk melakukan 
pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang telah dibuat secara 
sepihak oleh pelaku usaha di dalam produk yang dihasilkan. Penyelesaian 
sengketa konsumen dapat dilakukan secara perdata melalui Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK), di mana proses penyelesaian tersebut dapat 
dilakukan dengan cara konsiliasi atau mediasi dan/ atau arbitrase yang bersifat 
nin litigasi, sedangkan proses penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan 
melalui badan peradilan umum adalag bersifat litigasi. Prinsip-prinsip yang 
menajdi dasar dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK antara lain adalah 
sebagai berikut : 
1. Penyelasian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan berdasarkan 
atas pilihan sukarela yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa, jika para pihak sudah menyepakati untuk memilih 





para pihak terkait harus memilih salah satu cara penyelesaian sengketa 
yang berlaku di BPSK, yaitu dengan cara konsiliasi atau mediasi 
maupun arbitrase yang mereka kehendaki. 
2. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, 
dalam hal ini ketika para pihak telah sepakat untuk memilih cara 
penyelesaian konsiliasi atau mediasi, maka penyelesaian sengketa 
tersebut sepenuhnya berada di tangan kedua pihak, baik yang 
mengenai bentuk atau besarnya ganti kerugian yang pembayarannya 
dilakukan secara tunai atau mencicil/ mengansur. BPSK dalam 
penyelesaian sengketa konsumen ini hanya bertindak sebagai 
fasilitator yang memiliki kewajiban untuk memberikan saran, 
masukan serta menerangkan mengenai isi dari Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen yang ada kaitannya dengan penyelesaian 
sengketa konsumen. 
3. Penyelesaian sengketa oleh Majelis, hal ini digunakan ketika kedua 
pihak yang bersengketa memilih penyelesaian dengan cara arbitrase, 
maka penyelesaian sengketa yang dilakukan sepenuhnya diserahkan 
kepada Majelis BPSK, baik yang berkaitan dengan bentuk maupun 
besarnya ganti kerugian, jadi kedua belah pihak yang bersengketa 
hanya mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Majelis. 
4. Penyelesaian sengketa konsumen tanpa menggunakan jasa advokat 
(pengacara), pada dasarnya penyelesaian sengketa konsumen yang 
prosesnya melalui BPSK dilakukan tanpa menggunakan jasa advokat 





dilakukan adalah melalui musyawarah mufakat yaitu penyelesaian 
sengketa kekeluargaan, bukan masalah yang berkaitan  dengan aspek 
hukum yang ketat dan kaku, karena itu kedua pihak yang bersengketa 
mengharapkan putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa 
melalui BPSK adalah wi-win solution, jadi tidak ada salah satu pihak 
yang kalah atau harus dikalahkan oleh pihak lawan. 
5. Penyelesaian sengketa melalui BPSK ini menganut asas peradilan 
yang murah, cepat dan sederhana, sehingga di dalam penyelesaian 
sengketanya baik pihak konsumen maupun pelaku usaha tidak 
dipungut biaya sedikitpun, bahkan waktu penyelesaiannya pun relatif 
cepat, yaitu selambat-lambatnya adalah 21 hari setelah diterbitkannya 
putusan dari BPSK.  
d. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
Balai Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut dengan BPOM 
adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang bertugas untuk 
mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem 
Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu 
mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi 
keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di 
luar. Badan POM yang telah dibentuk memiliki jaringan nasional dan 
internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas 
profesional yang tinggi. Balai pengawas obat dan makanan (BPOM) merupakan 





digunakan oleh konsumen ketika mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha. 
Hal ini dikarenakan BPOM merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas 
untuk mengawasi atau memberikan pengawasan terhadap peredaran produk 
makanan maupun obat-obatan yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku 
usaha. Berkaitan dengan masalah pengawasan itu sendiri di dalam Pasal 30 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut : 
1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya 
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Menteri dan/ atau teknis terkait. 
1). Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan.atau jasa yang 
beredar di pasar. 
2). Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/ atau menteri 
teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3). Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga 





kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan 
menteri teknis. 
4). Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Berkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 30 UUPK 
tersebut maka terlihat bahwa pengawasan terhadap peredaran produk makanan 
dan obat-obatan itu dilakukan oleh BPOM, di mana lembaga ini dibentuk oleh 
pemerintah untuk turut membantu dan berperan aktif dalam mewujudkan 
perlindungan hukum terhadap konsumen melalui penyelesaian sengketa 
konsumen yang telah diatur dalam undang-undang.  
2. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Pasal 45  
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 
luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 
(3) Penyelesaian sengketa di luat pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 






(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 
yang bersengketa. 
Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk 
menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu :  
1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen 
dan pelaku usaha, atau 
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.21 
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua upaya 
hukum yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (litigasi), 
maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). 
a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan (Litigasi). 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 48, maka penyelesaian sengketa 
konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi), di mana penyelesaian 
sengketa tersebut mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku 
dengan memperhatikan ketetntuan yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK. 
Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan ini, di dalam dunia bisnis 
                                                          
21 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Raja 






menjadi satu masalah tersendiri, hal itu dikarenakan oleh penyelesaian sengketa 
konsumen yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau peradilan umum tersebut 
sangat membutuhkan biaya besar, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama 
para pelaku bisnis selalu menghendaki agar penyelesaian sengketa mereka 
dilaksanakan dengan biaya murah dan proses perkaranya cepat selesai. Selain itu 
penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi (pengadilan) dianggap 
dapat menimbulkan terjadinya kerenggangan hubungan antara pelaku usaha 
dengan konsumen, hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa konsumen melalui 
pengadilan akan mengakibatkan salah satu pihak harus mengalami kekalahan, 
dan itu akan merusak hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa 
sehingga akan cenderung berakhir dengan persaingan yang tidak sehat. 
Sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999, mengenai penyelesaian sengketa konsumen, maka setiap konsumen 
yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui 
lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha seperti melalui jalur peradilan yang berada di 
lingkungan peradilan umum. 
b.    Penyelesaian Sengketa Konsumen Non Litigasi 
Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan, diedarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, 
di mana tidak ada pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha tentu 
selalu menimbulkan sengketa konsumen yang membutuhkan penyelesaian. 





barang dan/atau jasa yang terdapat cacat produk, sehingga menimbulkan 
gangguan kesehatan atau bahkan keselamatan jiwanya. Sebagaimana telah 
tercantum dalm Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, di dalam pasal 45 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Setiap 
konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Berkaitan dengan 
ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK tersebut dapat terlihat bahwa upaya 
penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara antara lain 
adalah :  
1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha, atau 
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 
 Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen serta sejumlah Undang-Undang lain sebagai pelaksana reformasi 
hukum, telah dikembangkan alternatif penyelesaian sengketa, baik penyelesaian 
sengketa melalui Pengadilan maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 
Berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Berkaitan 
dengan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau peradilan umum 
tersebut umum tersebut, UUPK memberikan fasilitas kepada konsumen yang 
merasa dirugikan dengan cara mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di luar 
peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan 





konsumen diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa 
konsumen yang mereka alami. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 
45 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat 
ditempuh melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan pilihan 
sukarela yang dikehendaki oleh kedua pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tersebut dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak 
itu sendiri ataupun penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK). Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadila (non litigasi) antara konsumen dan pelaku usaha ini dapat dilakukan 
melalui BPSK, dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut dapat 
dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan/atau arbitrase. Ketiga cara 
penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat dipilih sesuai dengan persetujuan 
dan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa yaitu pelaku usaha dan 
kosnumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa, jika dalam penyelesaian 
sengketanya konsumen telah memilih untuk menggunakan cara yang di luar 
pengadilan dan para pihak telah sepakat untuk menggunakan cara tersebut maka 
hal tersebut tidak menjadikan kedua pihak kehilangan hak dari masing-masing 






Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu 
lembaga pengaduan konsumen yang dibentuk oleh Pemerintah, di mana lembaga 
ini memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah di atur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 berikut ini : 
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan 
cara melalui mediasi atau arbitrase dan/atau konsiliasi; 
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 
dalam undang-undang ini; 
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan kosnumen; 
f. Melakukan penelitian dan pemerinkasaan sengketa perlindungan konsumen; 
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; 
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi maupun 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, 
yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa 
konsumen; 
j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 





k. Sanksi konsumen; 
l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen; 
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanaggar 
ketetntuan undang-undang ini. 
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi 
Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan 
melalui mediasi artinya adalah penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan 
dengan perantara pihak ketiga, yaitu pihak yang dapat memberikan masukan 
kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa 
konsumen yang terjadi. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi 
tersebut juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian kedua 
belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Sebagaimana 
telah tercantum di dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Perdagangan dalam 
Negeri Nomor 40/PDN/2010 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa 
konsumen dengan cara mediasi ini terdapat tiga tahap yakni tahap pra mediasi, 
mediasi, dan penanganan tindak lanjut. 
Pada tahan Pra Mediasi terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan 
atau dilalui yang antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Pendaftaran dan Pencatatan Pengaduan, berkaitan dengan hal ini maka 





1) konsumen harus menyampaikan pengaduan tersebut langsung ke 
dinas perdagangan, 
2) pendaftaran pengaduan yang dilakukan adalah dengan cara 
mengisi lembar pengaduan konsumen sebagaimana telah 
tercantum dalam lampiran Surat Edaran Direktorat Jendral 
Perdagangan Dalam Negeri ini, 
3) petugas mencatat pengaduan yang telah diadukan oleh konsumen 
ke dalam buku agenda. 
4) Petugas kemudian akan membuat matrix penyelessaian pengaduan 
konsumen sebagaimana telah tercantum di dalam lampiran II pada 
surat edaran ini, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mediator 
(phak ketiga) dalam penanganan dan penyelesaian sengketa 
konsumen yang terjadi. 
b. Selanjutnya dalam hal pendaftaran dan pencatatan pengaduan 
konsumen yang sudah benar dan lengkap, maka mediasi antara kedua 
pihak yang bersengketa siap dilaksanakan, dan kemudian dinas 
perdagangan menentukan hari pelaksanaan mediasi. 
c. Apabila pada kesempatan undangan mediasi yang pertama konsumen 
tidak hadir (tidak memenuhi undangan) tanpa alasan dan 
pemberitahuan yang jelas kepada dinas perdagangan, maka dinas tidak 






d. Apabila pada kesempatan undangan pertama pelaku usaha yang tidak 
hadir dengan atau tanpa alasan dan pemberitahuan kepada dinas, maka 
dinas juga tidak akan mengundang kembali pelaku usaha. 
e. Tahapan pra mediasi ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak konsumen menandatangani lembar pengaduan 
konsumen, ketika melakukan pendaftaran pengaduan. 
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi  
Konsiliasi merupakan suatu bentuk proses penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, di mana proses penyelesaiannya melibatkan pihak lain di luar pihak-
pihak yang sedang bersengketa, yang mana pihak lain tersebut bertindak sebagai 
seorang fasilitator yang bersifat pasif. 
Adanya peran seorang fasilitator yang bersifat pasif dalam penyelesaian 
sengketa konsumen ini, bertujuan agar diantara para pihak yang bersengketa 
dapat dengan mudah mencapai kata sepakat atas permasalahan sengketa 
konsumen yang terjadi. 
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase  
Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase merupakan upaya 
penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak, di mana sengketa 
konsumen yang terjadi akan diselesaikan oleh para pihak yang telah dipilih oleh 
para pihak yang bersengketa, dan para pihak yang bersengketa tersebut bersedia 
untuk tunduk dan menyepakati hal yang nantinya akan diputuskan. Pada saat 





lebih sederhana oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut dikarenakan di 
dalam prosesnya penyelesaian dengan arbitrase ini tidak terlalu rumit, dan jangka 
waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketanya pun telah ditetapkan di 
dalam Kepmenperindag RI nomor 350/Mpp/KEP/12/2001 tahun 2001. Berkaitan 
dengan keputusan tersebut, maka Kepmenperindag ini memberikan definisi 
mengenai arbitrase yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan 
sepenuhnya penyelesaian sengketa yang terjadi kepada BPSK. 22 
3. Proses Pembayaran Ganti Rugi Kepada Konsumen 
Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau 
menggunakan produk cacat tersebut, memberikan konsekuensi berupa 
tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti 
rugi, sebagai mana dinyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha, 
meliputi : 23 
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
Pasal 19 UUPK mengatur bentuk ganti rugi sebagaimana yang dimaksud 
ayat 1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
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pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau 
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2 Ganti kerugian sebagaimana 
yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.     Ayat 3 pemberian ganti rugi 
dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.24 
UUPK mengatur bahwa ganti rugi dapat dilakukan melalui beberapa 
mekanisme sesuai pada Pasal 19 ayat 2 yaitu : 
a. Pengembalian uang 
Yang dimaksud dengan pengembalian uang sebagai wujud 
penggantian kerugian adalah mengembalikan uang yang telah dibayarkan 
oleh konsumen pada waktu transaksi terjadi, misalnya, uang pembelian, 
uang jasa, uang sewa, dan sebagainya.25 
b. Penggantian barang dan.atau jasa yang sejenis atau setara nilainya 
Penggantian barang dan/atau jasa maksudnya menyerahkan barang 
dan/atau jasa sejenis atau dengan barang dan/atau jasa lain sebagai 
pengganti dari barang dan/atau jasa yang telah diterima konsumen.26 
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c. Perawatan kesehatan 
Dengan perawatan kesehatan artinya produsen-pelaku usaha 
mengganti biaya perawatan yang ditanggung atau harus ditanggung 
konsumen karena menderita penyakit akibat dari memakai atau 
mengonsumsi barang/ dan jasa yang dirikan oleh produsen-pelaku uasaha. 
d. Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pemberian santunan maksudnya memberikan sejumlah uang 
kepada konsumen atau ahli warisnya apabila konsumen cacat atau 
meninggal sebagai akibat dari memakai atau mengonsumsi barang 
dan/atau jasa yang diberikan oleh produsen-pelaku usaha.27 
Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan, pada 
dasarnya harus berpegangan pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar 
sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan 
semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian 
menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang 
seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi 
perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian ganti kerugian harus 
diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan 
                                                          





unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti 




                                                          




METODOLOGI PENELITIAN  
A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris berdasarkan populasi 
dan sampel yang dihasilkan melalui pengamatan penulis dan menggunakan 
beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis 
akan mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai “ Perlindungan 
Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas ( Studi Kasus di Kota 
Makassar ) “. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach). 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian maka harus ada lokasi penelitian, penulis 
memilih tempat di showroom di Kota Makassar, yaitu .dunia bisnis yang kian 
banyak diminati dan semakin berkembangbiaknya Showroom-showroom 
mobil bekas atau setengah pakai. 
C. Jenis dan Sumber data 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini terdiri atas 2 
(dua) jenis data , yakni :  
1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat 
melalukan penelitian dan hasil yang didapat melalui wawancara 
dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. 
2. Data Sekunder adalah sumber-sumber yang terkait secara langsung 





sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku, literature, 
artikel hukum, dokumen, KUH Perdata serta perundang-undangan dan 
sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data dilakukan sebagai berikut : 
a. Studi Lapangan ( Field Research ) 
Penulis melakukan observasi lapangan showrom, Penulis melakukan 
wawancara langsung terhadap pelaku dan pihak, dan penulis juga  
menggunakan angket. 
b. Studi Pustaka ( Literature Research ) 
Penulis mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur,  
artikel hukum, dokumen, KUH Perdata serta Perundang-undangan dan 
sumber-sumber lain yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 
E. Teknik Analisis Data 
Penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif  kualitatif. Data yang 
diperoleh akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang 
relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat 
terjawab. Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang 
“Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Mobil Bekas ( Studi Kasus 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Klausula Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Kota Makassar 
Pada Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal; 
Dari hasil observasi beberapa showroom di Kota Makassar penulis 
menemukan bahwa proses jual beli mobil bekas di Kota Makassar sesuai pada 
Pasal 1320 ayat (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, jual beli terjadi 
karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku 
usaha yang sepakat melakukan jual beli mobil bekas dengan syarat konsumen 
menyerahkan sejumlah uang yang disepakati oleh keduanya dan konsumen 
mendapatkan apa yang diinginkan. Konsumen berhak memilih cara 
pembayaran mobil bekas sesuai dengan kemampuan konsumen, konsumen 
dapat mengambil kredit melalui beberapa pembiayaan yang bekerja sama 
dengan showroom tersebut,  pihak pembiayaan yang menyerahkan langsung 
kepada pelaku usaha kemudian konsumen membayar sejumlah uang muka 
sesuai yang telah diperjanjikan kemudian membayar cicilan tiap bulannya dan 
kosumen juga boleh membayar cash kepada pelaku usaha dan mendapatkan 
kuitansi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai bukti 
telah terjadinya jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika konsumen 





konsumen dan pelaku usaha dengan menggunakan kuitansi dan 
mencantumkan harga sesuai dengan yang di sepakati oleh pelaku usaha dan 
konsumen. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1458 KUH PERDATA bahwa jual 
beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya 
orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, 
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum 
dibayarkan. Pada Pasal 1321  Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu 
diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau 
penipuan.  
Pasal 1320 bahwa Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adalah 
hal ini Pada Pasal 1330 dijelaskan yang tidak cakap untuk membuat suatu 
perjanjian adalah : 
1. Orang-orang yang belum dewasa 
2. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan 
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 
KUH Perdata mengatur bahwa : “belum dewasa adalah mereka yang 
belum mencapai usia 21 (dua Puluh satu) Tahun. 
Pasal 1320 bahwa  suatu hal tertentu, dalam perjanjian harus 
mempunyai objek, Pasal 1333  suatu perjanjian harus mempunyai sebagian 
pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dalam jual beli 







Pada Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang 
halal.  
Di era modern ini mengakibatkan tingginya minat beli mobil bekas di 
Kota Makassar sehingga banyaknya berkembang showroom di Kota 
Makassar,  yang menjadi alasan konsumen membeli mobil bekas karena 
dengan mudah bisa memiliki mobil dengan harga lebih murah dan terjangkau, 
konsumen menganggap kualitas mobil tersebut masih bagus karena tidak 
jarang mobil bekas yang dijual itu hanya beberapa bulan pemakaian. Dalam 
proses jual beli mobil bekas tidak sedikit kasus yang merugikan konsumen 
salah satunya dari informasi yang diberikan oleh bapak A selaku pelaku usaha 
bahwa pernah dikomplain oleh konsumen karena terjadi kerusakan mesin pada 
mobil bekas yang di belinya kurang lebih 3 hari pemakain. Dalam kasus ini 
pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat 2 bahwa 
pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 
atas barang yang dimaksud.  
Dan kasus kedua yang dialami pelaku usaha bahwa salah satu masalah 
yang terjadi dalam jual beli mobil bekas adalah adanya pemalsuan surat-surat. 
Pihak showroom juga pernah tertipu dengan membeli mobil bekas yang surat-
suratnya ternyata palsu dan mobil tersebut di jual kembali oleh pihak 
showroom dan pihak showroom tidak mengetahui adanya surat-surat palsu 
tersebut. Dalam hal ini telah melanggar Pasal 7 UUPK bahwa kewajiban 
pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 





penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal ini membuktikan 
bahwa pihak usaha tidak berhati hati dalam menjual produk ke konsumennya. 
Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai UUPK mengakibatkan 
banyaknya terjadi kecurangan yang merugikan konsumen, dari beberapa 
sampel showroom di Kota Makassar penulis menemukan bahwa pelaku usaha 
tidak mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga hak dan 
kewajiban konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi begitupun dengan konsumen 
yang tidak mengetahui haknya. Hal ini yang mengakibatkan adanya masalah 
antara konsumen dan pelaku usaha karena minimnya pengetahuan pelaku 
usaha mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku 
usaha menjual barang yang sudah tidak layak untuk diperjual belikan.  
Konsumen dalam posisi yang lemah dalam perjanjian jual beli. Maka 
dari itu perlunya pengetahuan konsumen menganai hak-hak dan kewajiban 
konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebagai 
konsumen seharusnya berhati-hati dalam jual beli mobil bekas di Kota 
Makassar , apalagi jika pelaku usaha  menggunakan klausula perjanjian dalam 
jual beli, tetapi penulis tidak menemukan adanya kalusula perjanjian dalam 
jual beli mobil bekas di Kota Makassar. 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil 
Bekas di Kota Makassar. 
Pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah jika 
dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga tidak jarang pelaku usaha 
melakukan pelanggaran terhadap UUPK.  Salah satu kasus yang terjadi di 
salah satu showroom di Kota Makassar pelaku usaha dikomplain oleh 





pemakaian, tetapi pelaku usaha melakukan itikad baik dalam pelaksanaan jual 
beli tersebut. 
Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk mobil 
terdapat dalam pasal 9 ayat 1 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak 
benar, dan/ atau seolah-olah :barang tersebut tidak mengandung cacat 
tersembunyi. 
Dari hasil penelitian penulis, tidak sedikit konsumen yang tidak 
mengetahui haknya yang sebagai mana dijelaskan dalam UUPK dalam pasal 4 
mengenai hak dan kewajiban konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa.  Sesuai dengan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku 
usaha bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk  memberikan informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 
serta memberi penjelasan pengunaan, pernaikan, dan pemeliharaan. Pelaku 
usaha telah mengabaikan hak konsumen dalam jual beli mobil bekas yang 
terjadi di Kota Makassar sesuai dengan hasil wawancara bahwa pelaku usaha 
dikomplain oleh konsumen karena surat-surat mobil yang di palsukan dan 
kasus lain mesin mobil yang rusak setelah digunakan kurang lebih 3 hari.  Hal 
itu membuktikan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang menjual barang 
dengan cara tidak jujur kepada konsumen. 
Pasal 25 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang 
memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu 
sekurang-kurangnya 1 tahun (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang 





sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa 
pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha 
tersebut; 
a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau 
fasilitas perbaikan; 
b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang 
diperjanjikan. 
Secara hukum, layanan purna jual yang diatur dalam pasal ini, menjadi 
kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 
berupa : 
1. Pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna 
jual. 
2. Pelaku usaha wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan 
perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. 
3. Memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi cacat pada 
mobil bekas tersebut yang tidak sesuai dalam perjanjian pelaku 
usaha dan konsumen. 
Hak-hak konsumen kadang terabaikan dalam layanan purna jual, 
adapun hak-hak konsumen antara lain dijelaskan dalam UUPK pasal 4: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 





c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan 
tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
Menurut penulis dari uraian di atas, maka terdapat beberapa hak 
konsumen yang dilanggar dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar, 
berdasarkan pasal 4 UUPK : 
a. Pelaku usah telah melanggar pasal 4 huruf c bahwa hak konsumen 
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa.  
Dalam kasus jual beli mobil bekas tersebut konsumen tidak 
mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kerusakan mesin yang tersembunyi pada mobil bekas tersebut dan 
konsumen menyadari bahwa terdapat cacat pada mesin mobil yang 





Disisi lain pelaku usaha telah beritikad baik dengan cara melakukan 
ganti kerugian kepada konsumen dan memenuhi hak-hak konsumen sesuai 
pada Pasal 4 UUPK : 
a. Dalam pasal 4 huruf d bahwa hak konsumen untuk didengar 
pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunkan.  
Dalam kasus tersebut pelaku usaha telah mendengar keluhan 
konsumen dan memberikan pelayanan purna jual pada konsumen 
dengan cara mengganti mesin mobil tersebut dengan mesin mobil 
baru dan memberikan service mobil kepada konsumen. 
b. Dalam Pasal 4 huruf h bahwa hak konsumen untuk mendapatkan 
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya; 
Dalam kasus adanya pemalsuan surat-surat pada mobil bekas 
tersebut, pelaku usaha telah memenuhi hak konsumen dengan 
memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian 
kembali uang konsumen. 
Pengertian tentang layanan Purna Jual ini diatur dalam Keputusan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa, Pasal 1 ayat 
16 menyatakan bahwa Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang 
diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa 
yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional 





Standar Nasional Indonesia ( SNI ) Tahun 2007 , ada dua jenis layanan 
purna jual yaitu : 
1. Pelayanan purna jual selama masa garansi, berupa jaminan 
pemeriksaan, perbaikan dan/atau penggantian barang atau 
komponennya tidak berfungsi dengan biaya yang ditanggung oleh 
principal selama barang digunakan/dioperasikan. 
2. Pelayanan purna jual pasca garansi berupa Jaminan perawatan 
(service) berkala, perbaikan, penggantian dan ketersediaan teknologi, 
tenaga teknis yang kompeten serta bengkel perawatan dan perbaikan 
yang disediakan dengan biaya yang dibebankan kepada konsumen. 29 
Pelaku usaha seharusnya memberikan ganti rugi kepada konsumen 
apabila terjadi cacat pada mobil bekas yang dibelinya. Untuk mengetahui 
kapan suatu produk itu mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga 
kemungkinan, yaitu30 
a. Kesalahan Produk 
Kesalahan produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu 
pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan proses produk, 
pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah 
karena kelalaian manusia atau ketidak beresan pada mesin dan 
serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk 
yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang 
dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam 
pemakaian normal. 
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b. Cacat desain 
Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. 
Hal ini terdiri atas, desain, komposisi, konstruksi. 
c. Informasi yang tidak memadai 
Informasi yang tidak memadai ini berhubingan dengan pemasaran 
suatu produk, di mana keamanan suatu produk ditentukan oleh 
informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian 
label produk, cara penggunaan, peringatan atau risiko tertentu atau 
hal lainnya sehingga sehingga produsen pembuat dan suplier dapat 
memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat 
dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, 
produsen berkewajiban untuk memeperhatikan keamanan 
produknya. 
Pada pasal 8 ayat 2 UUPK dijelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 
memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. 
Pelaku usaha telah menjual barang yang cacat  kepada konsumen baik itu 
cacat yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha, dalam hal ini 
pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUPK dalam hal jual 
beli mobil bekas. 
Padal 9 ayat 1 haruf f bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mepromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 
dan/ atau seolah-olah : barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 
Pada saat proses terjadinya jual beli produk tersebut masih kelihatan bagus 





setelah beberapa hari pemakaian barulah mulai muncul kelainan pada mesin 
mobil tersebut. Pada kasus kedua konsumen tidak mengetahui bahwa surat-
surat mobil tersebut telah dipalsukan Pelaku usaha telah melanggar pasal 9 
ayat 1 huruf f UUPK dengan menjual mobil bekas dengan cacat tersembunyi 
pada mesin mobil dan cacat karena menggunakan surat-surat palsu. 
Dari hasil penelitian penulis di badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan mesin 
yang terjadi pada kendaraan yang di beli oleh konsumen sehingga konsumen 
harus melaporkan pada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Makassar dan menurut hasil wawancara penulis dengan responden bahwa 
kasus tersebut berhasil diselesaikan dengan jalan damai oleh Pelaku usaha dan 
Konsumen. Sehingga kasus tersebut tidak sampai ke Pengadilan. 
C. Proses Penyelesaian Sengketa antara Penjual dengan Konsumen 
dalam Jual Beli Mobil Bekas di Kota Makassar 
Proses penyelesaian sengketa konsumen pada Pasal 45: 
(1) Sertiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaiakn sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum . 
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 
di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 






(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 
para pihak yang bersengketa. 
Penjelasan 
Ayat  (2) 
”Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh  para 
pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan 
penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 
Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah 
penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa 
(pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan 
Penyelesaian Sengkata Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-
undang. 
Dari hasil Penelitian Penulis di salah satu showroon di Kota Makassar. 
Pelaku usaha yang bersengket dengan konsumen melakukan penyelesaian 
sengketa dengan cara damai sesuai pada Pasal 45 ayat (2) bahwa  
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 
diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian sengketa dengan cara damai dibolehkan menurut Pasal 45 ayat 
(2) selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Perlindungan konsumen. Dan kedua belah pihak (pelaku usaha dan 
Konsumen) sepakat menyelesaikan sengketa secara damai. Penulis tidak 





sampai ke Pengadilan, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap hal-hal yang 
telah merugikan konsumen. 
Pada Pasal 19 ayat 1 bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah 
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sesuai dengan kasus 
pertama bahwa pelaku usaha telah melakukan ganti rugi kepada konsumen 
yang dirugikan dengan cara mengganti mesin yang rusak dengan mesin baru.  
Setelah pelaku usaha menerima keluhan dari konsumen mengenai kerusakan 
yang terjadi pada mesin tersebut pelaku usaha kemudian menggantikan mesin 
mobil tersebut dengan mesin yang baru. 
Berdasarkan kasus kedua mengenai adanya pemalsuan surat-surat 
dalam jual beli mobil bekas pelaku usaha telah mengembalikan uang 
konsumen dan mengambil kembali mobil yang telah dipalsikan surat-suratnya. 
Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 ayat 2 bahwa “ganti rugi dapat berupa 
pengambalian uang dan atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sesuai dengan Pasal 45 ayat 2 Penyelesaian sengketa konsumen dapat 
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 
sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan 
penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap 
diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah 





usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.31 Hal 
tersebutlah yang dilakukan oleh Bapak A dalam menyelesaikan masalah 
kerusakan yang terjadi pada jual beli mobil bekas yang mengalami cacat yang 
tidak diketahui oleh konsumen baik itu cacat karena mengalami kerusakan 
mesin dan cacat karena adanya pemalsuan pada surat-surat mobil tersebut. 
Proses penyelesaian sengketa konsumen juga dilakukan oleh 
konsumen yang merasa dirugikan  ke Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar. 
 Dalam hal ganti rugi pelaku usaha telah melakukan sesuai dengan 
UUPK Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun yang 
menjadi masalah adalah minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai 
Undang- Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak sedikit konsumen 
yang dirugikan dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar.  
Namun tidak semua pelaku usaha yang tidak memberikan hak 
konsumen dalam ganti rugi. Dari hasil penelitian penulis pelaku usaha di salah 
satu showroom di Kota Makassar tetap memberikan ganti rugi kepada 
konsumen yang telah dirugikan dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar 
walaupun pemalsuan surat-surat mobil tanpa sepengetahuan pelaku usaha. 
 
 
                                                          






Dari hasil pembahasan, kajian dan analisis yang dilakukan pada BAB I 
sampai BAB IV, penulis merumuskan beberapa kasimpulan berdasarkan 
pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bahwa tidak ditemukan adanya klausula dalam perjanjian jual beli mobil 
bekas di Kota Makassar.  Proses jual beli mobil bekas terjadi seperti jual 
beli pada umumnya. 
2. Bentuk perlindungan hukum konsumen di Kota Makassar, konsumen 
melaporkan kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen Kota 
Makassar jika pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab terhadap 
cacatnya produk yang diperjual belikan. Penulis tidak menemukan adanya 
kasus yang sampai ke Pengadilan. 
3. Pelaku usaha menyelesaikan sengketa konsumen dalam jual beli mobil 
bekas di Kota Makassar dengan cara memberikan ganti rugi kepada 
konsumen yang dirugikan dengan cara mengembalikan sejumlah uang 
konsumen atau menggantikan konsumen dengan barang yang lainnya. 
B. Saran 
1. Pelaku usaha seharusnya memperhatikan produk sebelum di perjual 
belikan ke konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan 
konsumen apalagi sampai menyebabkan kematian kepada konsumen. 
2. Sebagai Pelaku usaha perlunya mengetahui Undang-Undang 





usaha dan konsumen terpenuhi sehingga tidak menimbulkan pihak 
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